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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan permasalahan yang terjadi pada zaman saat ini, 

dimana teknologi semakin canggih dan pelanggaran hukum berkaitan dengan 

pelanggaran dan penyalahgunaan perkembangan teknologi tinggi. Kejahatan 

tersebut berkembang seiring dengan perubahan masyarakat global yang tingkat 

perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Perlindungan nasabah perbankan 

merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik 

di dalam sistem perbankan nasional,masalah perlindungan dan pemberdayaan 

konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus, sebagai bentuk perhatian 

tersebut di dirikanlah Otoritas Jasa Keuangan dimana berperan dalam 

perlindungan nasabah termasuk data nasabah internet banking yang merupakan  

produk perbankan yang perlu di perhatikan karena data nasabah merupakan 

identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam rangka 

melakukan transaksi keuangan dengan bank terutama pada internet banking. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah apakah 

implementasi pengawasan otoritas jasa keuangan data nasabah pada internet 

banking sudah mewujudkan perlindungan hukum, dan apa kendala dalam 

pelaksanaan pengawasan perlindungan hukum data nasabah pada internet 

banking. Jenis penelitian yang di gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yurisdis 

normatif yaitu suatu penelitian dengan pendekatan terhadap Undang-Undang No. 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  bagaimana penerapan dan 

keefektifan undang-undang tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan pada internet banking dalam rangka perlindungan hukum 

di yogyakarta belum sepenuhnya terimplementasikan dengan sempurna sesuai 

aturan normatifnya, sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah pada 

internet banking dilakukan dengan cara penerapan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh BI. Dan pengawasan secara mikro oleh OJK dengan menerbitkan 

buku bijak Ber e-Banking dan dilakukannya edukasi berupa sosialisasi tentang 

produk perbankan. Adapun kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap 

nasabah pada internet banking yang dialami oleh OJK DIY terkait dengan 

pelaksanaan rencana edukasi dan pelaporan PUJK dalam edukasi diantaranya 

penerapan program, evaluasi pelaksanaan rencana program edukasi sebelumnya, 

biaya, pelaporan pelaksanaan edukasi oleh PUJK. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan dan 

strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya lebih mendorong inovasi dan 

persaingan di bidang layanan terutama jasa layanan pembayaran melalui bank. 

Inovasi jasa layanan perbankan yang berbasis teknologi tersebut berkembang 

mengikuti pola perkembangan kebutuhan nasabah bank. Transaksi perbankan 

berbasis elektronis, termasuk internet merupakan salah satu bentuk 

pengembangan penyediaan layanan perbankan yang memberikan layanan 

usaha baru kepada bank yang berakibat pada perubahan strategi usaha 

perbankan.1

Layanan e-banking saat ini dimiliki oleh hampir semua Bank Umum 

yang ada, baik dengan jenis delivery channel yang sangat umum (seperti 

ATM) maupun dengan jenis delivery channel lainnya seperti SMS, telephone, 

EDC (Electronic Data Capture) dan internet. Hal tersebut juga sejalan dengan 

kecenderungan perkembangan media sosial maupun kebijakan yang ada untuk 

mewujudkan atau mengarahkan transaksi pada masyarakat dilakukan tidak 

selalu dengan uang tunai (less cash society), sehingga telah banyak pelaku 

���������������������������������������� �������������������
1 http://www.bi.go.id.wed.id./peraturan/search, akses 3 Oktober 2015 
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ekonomi atau masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan modern 

yang lebih efisien dan efektif melalui e-banking.2

Transaksi yang dilakukan melalui e-banking setiap tahun mengalami 

pertumbuhan yang cukup besar pada beberapa bank. Berdasarkan data 13 bank 

besar di Indonesia, frekuensi transaksi melalui e-banking pada tahun 2012 

sebanyak 3,79 Milyar transaksi dan dengan nilai nominal Rp. 4.441 Trilyun, 

bertambah menjadi sebanyak 4,73 Milyar transaksi dengan nilai nilai nominal 

Rp. 5.495 Trilyun pada tahun 2013, pada tahun 2014 meningkat tmasing-

masing menjadi 5,69 Milyar transaksi dengan nilai nominal Rp. 6.447 

Trilyun.3

Pada era informasi ini, perilaku konsumen mulai banyak berubah. 

Dalam melakukan suatu transaksi, mereka kini sangat mengedepankan aspek 

kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Kenyataan ini tentunya 

merupakan tantangan besar bagi industri perbankan. Oleh karena itu kehadiran 

layanan internet banking sebagai media alternatif dalam memberikan 

kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu  bank sepertinya menjadi solusi 

yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki internet itu sendiri, dimana seseorang ketika melakukan transakasi 

melalui layanan internet banking, dapat melakukannya dimana dan kapan saja. 

Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank memperluas layanan melalui 

internet banking, diantaranya produk - produk yang kompleks dari bank dapat 

���������������������������������������� �������������������
2  Nelson Tampubolon dkk., Bijak Ber e- Banking, ( Jakarta: Otoritasa Jasa Keuangan , 

2015 ), hlm. 1. 

3  Ibid., hlm. 2. 
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ditawarkan dalam kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murah dan 

potensi nasabah yang lebih besar, kedua melakukan hubungan di setiap tempat 

dan kapan saja. Dengan kata lain pemanfaatan layanan internet banking

menjadikan lembaga perbankan tidak lagi memerlukan kantor baru atau 

wilayah layanan baru, dimana biaya yang diperlukan sangat besar. Persepsi ini 

di dukung semata-mata kerana adanya inovasi pada perusahaan yang 

memungkinkannya berinteraksi secara lebih baik dan sekaligus dapat 

mempromosikan layanan sendiri. Hal ini juga mengarah pada perbaikan suatu 

kompetisi lembaga perbankan dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa 

internet banking, keuntungan, dan pembagian pasar akan semakin besar dan 

luas. khusus untuk internet banking, layanannya dapat dinikmati oleh nasabah 

anytime, anywhere, dan by anydevice. Faktor keamanan perlu mendapatkan 

perhatian yang cukup untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan atau 

fraud melalui e-banking. Sebagai contoh, meskipun layanan internet banking 

dapat dinikmati oleh nasabah anytime, anywhere, dan by any device, tetapi 

dilengkapi dengan OTP (One Time Password), yaitu kode yang hanya dapat 

diperoleh melalui perangkat tertentu yang dimiliki oleh nasabah dan 

password, yaitu sesuatu yang hanya diketahui oleh nasabah.4

Mengenai kerahasian bank, tampaknya untuk perkembangan saat ini 

tidak cukup lagi untuk mengantisipasi dinamika bisnis sektor perbankan. Hal 

ini dapat dilihat pada permasalahan munculnya sejumlah internet banking di 

sektor perbankan di Indonesia. Layanan internet banking sendiri dalam 

���������������������������������������� �������������������
4 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 3. 
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realitasnya menyuguhkan sejumlah kemudahan fasilitas dalam melakukan 

transaksi perbankan. Akan tetapi, dalam hal pengaturan hukum seperti 

pengaturan pribadi nasabah yang diatur berdasarkan pada prinsip kerahasiaan, 

bank tidak lagi mampu untuk mengantisipasi dampak dari pemanfaatan 

layanan internet banking, ketidakmampuan ini disebabkan kerana karakteristik 

layanan internet banking untuk memfasilitasi transaksi perbankan yang 

berbeda dengan perbankan secara konvensional. Dalam implementasinya 

pemanfaatan layanan internet banking, ini telah melibatkan bayak pihak, baik 

pihak perbankan, pihak internet service provider, maupun nasabah perbankan 

yang bersangkutan.5

Aspek yang perlu di perhatikan dalam layanan internet banking yaitu 

aspek keamanan sehingga nasabah mempercayai layanan tesebut, selain 

keamanan internet banking memerlukan persyaratan lainnya yaitu meliputi 

aplikasi yang mudah digunakan, layanan dapat di jangkau dimana, darimana 

saja, kapan saja dan dapat diandalkan. 

Semakin pesatnya sistem teknologi komunikasi dan semakin 

mengglobalnya segala sistem, semakin memperpendek jarak dan batas 

antarnegara telah mempermudah segala hal. Sistem komunikasi dengan media 

internet telah mendominasi berbagai pola bentuk kehidupan manusia, terutama 

di bidang model yang inovatif dan kreatif yang mengikuti perkembangan 

teknologi canggih di bidang sarana komunikasi dan informasi. Seiring dengan 

kemudahan untuk melakukan transformasi secara cepat melalui internet 

���������������������������������������� �������������������
5 Ibid., hlm. 187. 
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ternyata dari segi hukum membawa konsekuensi hukum yang terlihat, yakni 

lahirnya berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mengarah kepada suatu 

perbuatan kriminal. Eksistensi internet banking di samping memberikan 

kemudahan juga memberikan kecemasan akan terjadinya sasaran kejahatan 

dunia maya (cyber crime). Kejahatan yang terjadi di dunia maya dalam 

internet banking yaitu dengan mencuri data pribadi nasabah terdapat dalam 

komputer yang menggunakan software illegal. Beberapa modus kejahatan 

dalam internet banking melalui beberapa media yaitu, Usser ID, Password, 

Token, Akun Medsos, Modus kejahatan berupa Phissing, Man/malware in the 

browser (MIB) / sinkronisasi Token , Typosite, Keyloger.6

Salah satu kewajiban bank adalah menjamin kerahasian data pribadi 

nasabah, munculnya pemanfaatan layanan internet banking dalam dunia 

perbankan semakin mempersulit terjaminnya kerahasiaan data pribadi 

nasabah, dalam pemanfaatan layanan internet banking dapat meliputi dua 

aspek yaitu data privacy, dan data information privacy. Data pribadi di 

identifikasikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk 

mengidentifikasikan atau dapat mengidentifikasi seseorang. Keamanan data 

pribadi nasabah merupakan unsur terpenting dalam perbankan karena nasabah 

memilih bank tertentu untuk melakukan transaksi keuangan atas dasar 

kepercayaan kepada bank yang telah dipilih oleh nasabah. Kemampuan 

komputer bisa di salah gunakan sehingga perlu adanya jaminan keamanan 

���������������������������������������� �������������������
6 Nelson Tampubolon dkk., Bijak Ber e- Banking, ( Jakarta: Otoritasa Jasa Keuangan ), 

hlm. 27. 
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pribadi data nasabah dengan kata lain dibutuhkan payung hukum untuk 

menjamin perlindungan data nasabah serta pencegahan penyalahgunaan 

tersebut. 

Oleh karena itu perlu adanya lembaga pengawasan agar dapat 

meminimalisir dan mengantisipasi kejahatan dunia maya dalam pengunaan 

internet banking, sejak januari 2013 otoritas jasa keuangan (OJK) resmi 

memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan 

lembaga keuangan non bank lainnya, menggantikan Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan ( Bapepam-LK), dan sejak Januari 2014, 

Otoritas Jasa Keuangan menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan 

Indonesia.

Pada tanggal 2 Febuari 2015, Otoritas Jasa Keuangan sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terus berupaya untuk meningkatkan 

kualitas pengaturan dan pengawasan sektor industri jasa keuangan di seluruh 

Indonesia antara lain dengan meresmikan kantor baru Otoritas Jasa Keuangan 

di Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan lebih mengoptimalkan 

pelaksanaan tugas pengawasan  seluruh jasa keuangan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan serta 

memperkuat edukasi dan perlindunagan konsumen dengan menjadikan kantor 

baru ini sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat selaku konsumen 

dari Lembaga Jasa Keuangan. Dalam UU NO.21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan pasal 7 huruf c memuat Otoritas Jasa Keuangan 

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan 



7�
�

diantaranya pengaturan dan pengawasan menegenai aspek kehati-hatian bank, 

kemudian BAB VI pasal 28 huruf a Otoritas Jasa Keuangan berperan 

mencegah kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi memeberikan 

informasi dan edukasi kepada masayarakat atas karakteristik atas sektor jasa 

keuangan, layanan dan produknya, dan dalam pasal 29 Otoritas Jasa Keuangan 

melakukan pelayanan dan pengaduan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut perkembangan teknologi telah 

menimbulkan berbagai ancaman terhadap kejahatan dunia maya (cyber crime)

dan Permasalahan muncul karena kurangnya pengetahuan nasabah dalam 

menggunakan fasilitas Internet Banking dengan baik. Dengan mencermati 

permasalahan menyikapi pemanfaatan internet hubungannya dengan peranan 

dan keberadaan hukum,  hal ini tidak terkecuali juga dalam hubungannya 

dengan masalah munculnya pemanfaatan layanan internet banking dan data 

pribadi nasabah, perlu adanya pengaturan hukum, untuk memahami 

relevansinya hukum mengatur data pribadi dalam layanan internet banking, 

oleh kerena itu penulis akan meneliti bagaimana implementasi pengawasan 

yang di lakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap data nasabah pada internet 

banking dalam rangka perlindungan hukum di yogyakarta
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian di atas penyusun merumuskan beberapa rumusan 

masalah yang di teliti sebagai berikut :

1. Apakah Implementsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data 

Nasabah Pada Internet Banking Sudah Mewujudkan Perlindungan 

Hukum? 

2. Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perlindungan 

Hukum Data Nasabah Pada Internet Banking ? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai  

berikut: 

a. Mengetahui apakah pengawasan yang di lakukan oleh Otoritas Jasa     

Keuangan  sudah sesuai dengan Perlindungan Hukum. 

b. Mengatahui Apa kendala dalam pengawasan yang di lakukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka perlindungan hukum terhadap 

nasabah pada internet banking

  2.   Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoretis 

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam membangun wawasan dan pengetahuan bagi 

perkembangan ilmu hukum dalam rangka perlindungan hukum 
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pengawasan  Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah pada internet 

banking.

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan 

rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang 

serta menambah kepustakaan dalam bidang perlindungan hukum yang 

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah   

pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam bidang perlindungan 

hukum pengawasan ojk pada  nasabah internet banking . 

2) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

dan informasi bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas 

pengawasan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat serta 

memeberikan edukasi dan pengawasan terhadap sektor keuangan. 

3) Bagi Instansi terkait, diharapkan penelitian ini bisa memberikan    

sumbangsih ide dan terobosan baru untuk kemajuan instansi terkait. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk melengkapi penelitian ini serta membuktikan bahwa judul ini 

belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, 

akan penyusun kemukakan beberapa karya penelitian yang memliliki 

kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan.
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Beberapa karya tersebut antara lain, Skripsi Nazina Tusina Ilham, 

Prodi Ilmu Hukum, Uin Syarif Hidayatullah, 2014, yang berjudul “Peran 

Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawas pendaftaran jaminan fidusia”. 

Menjelaskan tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap 

pendaftaran jaminan fidusia, Jaminan Fidusia merupakan salah satu objek 

transaksi dalam lembaga pembiayaaan yang pengawasan nya dilakukan oleh 

otoritas Jasa Keuangan7. Sedangkan dalam penyusunan skripsi ini penyusun 

akan menjelaskan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan 

dan perlindungan konsumen  dalam perlindungan hukum data nasabah pada 

internet banking dalam rangka perlindungan hukum.

Kedua, Skripsi Zacky Nauval, Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, yang berjudul 

“Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. 

Dalam penelitian ini dijelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan terhadap lembaga keuangan perbankan syariah sinergi antara 

Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas syariah dalam melakukan tugas 

dan wewenangnya.8 Perbedaan dengan penelitian ini dalam tulisan ini 

menjelaskan secara eksplisit pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam 

rangka perlindungan hukum, pengawasan terhadap perbankan, perlindungan 

konsumen dan edukasi masyarakat pada nasabah pengguna internet banking.

���������������������������������������� �������������������

�
�Nazina Tusina Ilham,“Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawas pendaftaran 

jaminan fidusia”, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah  (2014),  hlm. 54. 

�

8 Zaky Nauval, “Pengawasan Terhadap Perbankan  Syariah  Oleh Otoritas  Jasa 

Keuangan”,  Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 25. 
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Ketiga, Jurnal Hukum Ekonomi karya M. Irwansyah Putra, Fakultas 

Hukum Universitas Sumatra Utara, 2013, Yang berjudul “ Peranan Otoritas 

Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap 

Bank” Menjelaskan Independensi Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan 

Terhadap Bank yang berpotensi menimbulkan campur tangan pemerintah 

dengan turut serta dalam menentukan kebijakan yang berpeluang berorientasi 

pada kepentingan pemerintah9. Perbedaan dalam penelitian ini adalah 

penyusun meneliti pengawasan dan pengaturan Otoritas jasa keuangan 

terhadap bank yang meliputi prinsip kehati-hatian bank, menejemen resiko, 

dan perlindungan konsumen serta edukasi dalam masyarakat.

Keempat, Tesis Firman Kusbian, Magister Hukum Ekonomi, 

Universitas Indonesia, 2013, Yang berjudul “Independensi Otoritas Jasa 

Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Di Sektor Jasa Keuangan”. 

Menjelaskan kedudukan, struktur, kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai Pengatur dan Pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan berdasarkam 

Undang-undang di Indonesia, menguraikan teori independensi dari Otoritas 

Pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan10. Perbedaan dalam penelitian ini 

penyusun meneliti pengawasan dan pengaturan yang di lakukan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan terhadap bank dalam prinsip kehati-hatian bank, perlindungan 

konsumen dan edukasi masyarakat.

���������������������������������������� �������������������
9 M. Irwansyahputra, “ Peranan Otoritas Jasa Keungan Dalam Melakukan Pengaturan dan          

  Pengawasan Terhadap Bank”, Jurnal Universitas Sumatera Utara, (2013), hlm. 8. 

10 Firman Kusbian, “ Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan kegiatan 

di sektor jasa keuangan “, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, (2013), hlm. 31. 
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Kelima, Skripsi Karya Muhammad Firmansyah, Fakultas Hukum, 

Universitas Hasanudin, 2013, Yang berjudul “Kewenangan Otoritas Jasa 

Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia, 

Menjelaskan hubungan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai 

lembaga pengawasan perbankan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan 

merupakan lembaga yang dibentuk dua lembaga yaitu direktorat pengaturan 

dan pengawas perbankan Bank Indonesia dan Bapepam LK kementrian 

keuangan mewujudkan koordinasu, kerjasama dan harmonisasi yang baik11. 

Perbedaan dalam penyusunan skripsi ini penyusun meneliti pengaswasan dan 

pengaturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan dalam perlindungan 

konsumen dan edukasi masyarakat sektor jasa keuangan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk 

membuat jelas nilai-nilai postulat-postulat hukum agar sanpai kepada landasan 

filosofisnya yang tertinggi.12 Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan 

Penelitian. Teori digunakan untuk menguraikan permasalahan yang diangkat 

oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran 

menurut kerangka logis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu 

���������������������������������������� �������������������
11 Muhammad Firmansyah, “ Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga 

Pengawasan Perbankan di Indonesia”, Skripsi Universitas Hasanudin, (2013), hlm. 27. 

12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1991), hlm. 254.
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masalah.13 Sejalan dengan hal itu,maka akan penyusun kemukakan beberapa 

teori yang akan digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini. 

1. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, sesuai penjelasan Satjipto Raharjo Teori 

perlindungan hukum Salmond mengemukakan bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindunagn terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai 

kepentingan di lain pihak14 Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindung.15Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang 

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat. 

���������������������������������������� �������������������

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: Universitas Indonesia 

press, 1986),  hlm. 122. 

14 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

15 Ibid., hlm. 69. 
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Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah  memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 16

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 

hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan 

tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.17

Menurut Muchsin Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara 

sesama manusia. 

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.18

���������������������������������������� �������������������

16 Ibid., hlm. 54 

17 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia  (Surabaya : PT. 

Bina Ilmu, 1987) , hlm.  2. 

18 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: 

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010) , hlm. 14. 
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Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Perlindungan Hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan 

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-

rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.19

2. Validitas Dan Efektivitas Hukum 

Hukum harus menjadi valid, hukum tesebut haruslah dapat diterima 

oleh masyarakat, demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan 

terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum 

valid atau ligitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru 

kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah, larangan, kewenangan, 

paksaan, hak,dan kewajiban20. 

Validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong kedalam yang 

seharusnya ( das sollen), sedangkan efektifitas suatu norma merupakan dalam 

kenyataannya ( das sein). 

���������������������������������������� �������������������

19 Ibid.,  hlm. 20. 

�

��
�Munir Fuady, Teori-teori besar dalam hukum, ( Jakarta: Prenamedia, 2013). hlm. 116. 
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Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam kedaan valid 

terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut menjadi efektif. 

Validitas suatu norma hukum memiliki beberapa wajah sekaligus diantaranya 

wajah metafisis dari validitas suatu aturan hukum mensyaratkan norma 

hukum harus bersesuaian dengan cita hukum, postulat-postulat hukum dan 

ide-ide hukum yang bersifat apriori. Kemudian wajah positivis dari validitas 

suatu norma hukum menghubungkan validitas norma hukum tersebut dengan 

kesesuaiannya dengan sistem perundang-undangan yang berlaku. Wajah sosio 

kultural dari suatu validitas hukum yang dimaksudkan adalah tindakan 

menilai terhadap validnya suatu norma hukum dengan kenyataan. Wajah 

mesin keadilan dari validitas suatu norma hukum mensyaratkan agar validnya 

suatu norma, maka norma hukum tersebut haruslah diterapkan oleh mesin-

mesin penerap hukum. yang dimaksud adalah pemerintah, hakim,jaksa, polisi 

dan kurator. Wajah utilitarian dari validitas suatu norma hukum mensyaratkan 

agar suatu norma hukum selalu dikaitkan dengan manfaat yang didapati oleh 

masyarakat jika kaidah hukum tersebut diterapkan21. 

Menurut Jeremy Betham, Otto Von Jhering dan David Hume, suatu 

norma hukum baru dapat efektif dan akan diterima masyarakat manakala 

norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia. 

Reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaharuan bertahap dan 

menyeluruh dalam masa transisi, diharapkan dilakukan terhadap sistem 

hukum mencakup baik substansi maupun aparat hukum dan budaya hukum, 

���������������������������������������� �������������������
21 Ibid., hlm. 119. 
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hanya dengan cara itu reformasi hukum akan mencapai sasaran. Unsur diatas 

merupakan derivasi dari konsep sistem hukum yang bersifat sosiologis yang 

diajukan oleh Lawrence Friedman, yang memuat tiga komponen yaitu22: 

1. Komponen struktur, yakni pranata hukum yang menopang hukum, bentuk 

hukum dan proses serta kinerja mereka. 

2. Komponen substantif, yakni ketentuan hukum itu sendiri, baik yang dibuat 

oleh lembaga legislatif maupun administrasinya, serta ketentuan-ketentuan 

dan keputusan lain yang mengatur sistem yang ada 

3. Komponen budaya hukum yang merupakan kunci pada berbagai sistem 

hukum. 

F. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah Penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) merupakan 

suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di 

lapangan23, yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung 

terhadap pengaturan dan pengawasan pada perbankan, serta kewenangan 

���������������������������������������� �������������������
22 Moh. Hatta, Menyongsong Penegakan Hukum Responsive Sistem Peradilan Pidana 

Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), 

hlm. 75. 

23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 11. 
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Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen 

dan masyarakat di Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta. 

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian Hukum yang Objeknya adalah Norma (hukum), 

Penelitian Hukum dilakukan untuk membuktikan Apakah bentuk penormaan 

yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum 

telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan 

keadilan.24

Pada Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan secara 

yurisdis Normatif dalam penelitian ini nantinya akan dilaksanakan pendekatan 

terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan 

bagaimana penerapan dan keefektifan undang-undang tersebut. 

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data 

ini didapat dari sumber individu atau perorangan seperti hasil wawancara.25

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas bahan 

���������������������������������������� �������������������
24 Jonny Ibrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, ( Malang: Bayumedia 

Publishing, 2005), hlm. 48. 

�

25 Husein Umar, Metode penelitian untuk skripsi dan Tesis, ( Jakarta:  PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 42. 
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hukum26 . Bahan hukum primer yang digunakan oleh penyusun meliputi 

Undang- undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan 

konsumen sektor jasa keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan 

No.1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka 

meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen/masyarakat, Surat Edaran 

No.12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian informasi dalam rangka 

pemasaran produk dan/atau layanan sektor jasa keuangan, Surat Edaran 

Dewan komisioner No.2SEDK.07/2015 Tentang Pedoman pemantauan dan 

analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Surat Edaran Dewan 

Komisioner No.2SEDK.07/2015 Tentang Pedoman pemantauan dan analisis 

perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, dan Sumber data primer dari 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Narasumber; Tika Staff 

Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta dan Lia Staff 

Pengawas Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan 

Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder ialah data yang erat hubungannya dengan data primer, 

dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer seperti hasil 

���������������������������������������� �������������������

26 H. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 47��

�
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karya ilmiah para sarjana baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, juga hasil 

penelitian lainnya dalam bentuk jurnal, artikel, datu media cetak lainnya.27

Data sekunder yang digunakan oleh penyusun diantaranya, buku bijak 

ber e-banking, booklet Perbankan, dan siaran press. 

1) Metode Pengumpulan Data 

            Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini yaitu: 

a) Observasi 

Observasi adalah Pengamatan secara langsung, dalam artian 

mengamati secara langsung objek yang akan diteliti oleh penelitian untuk 

mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan.28  Observasi dilakukan 

penyusun bertempat di Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta pada tanggal 8 

november – 28 Desember 2015. 

b) Wawancara 

wawancara adalah suatu cara atau metode pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan 

berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.29

���������������������������������������� �������������������
27 Soerjono Soekanto, Pengukuran Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Pers, 2010). hlm.12. 

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka 

Cipta,  2002), hlm. 133. 

29 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, ( Jakarta: Remaja Rosda 

Karya, 1993), hlm.7. 
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 Adapun pihak yang diwawancarai oleh penyusun adalah Tika Staff 

Pengawas Perbankan dan Lia Staff Pengawas Edukasi dan Perlindungan 

Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta. 

c) Studi Kepustakaan 

 Studi Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

didapat dengan cara memebaca serta mempelajari dari berbagai referensi buku, 

surat kabar, majalah, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mempelajari tulisan-tulisan yang 

berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa kauangan, 

dan Peraturan Perundang-undangan tentang Ororitas Jasa Keuangan. 

d) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya. 

Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan pengawasan terhadap perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

diantaranya booklet perbankan , siaran press dan buku bijak ber e-banking. 

5) Analisis Data 

 Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di 

lapangan.30 Data yang dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan 

dengan metode analisis kualitatif, yang mana data yang ada dikumpulkan dan 

���������������������������������������� �������������������
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta,  2009), hlm. 244.  



22�
�

dianalisis, untuk memperoleh pengertian gambaran yang mendalam dan 

menyeluruh tentang permasalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif 

induktif, semua data yang diperoleh terkait pengawasan terhadap perbankan 

dan pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan 

pencegahan kerugian konsumen, serta edukasi akan diolah dan ditarik 

kesimpulan sehingga dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian 

ini. Analisis ini diakhiri dengan memeberikan saran atau rekomendasi 

khususnya kepada intansi terkait untuk meningkatkan kapabilitas bidangnya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyusun akan menyusun sistematika pembahasan kedalam lima bab 

yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, berikut ini penyusun 

paparkan untuk memperjelas dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai 

berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara 

garis besar mengenai skripsi ini, dimulai dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerngka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan tentang tinjauan umum perlindungan hukum 

data nasabah pada internet banking, Dalam bab ini penyusun akan 

memberikan deskripsi tentang data nasabah, internet banking, tipe-tipe 
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layanan internet banking, fasilitas internet banking, dan upaya perlindungan 

hukum data nasabah internet banking. 

Bab Ketiga, menguraikan tentang gambaran umum  otoritas jasa 

keuangan DIY. Dalam bab ini, penyusun akan menyajikan kedalam sub bab 

bahasan yaitu: Pengertian dan Landasan Yurisdis Pembentukan Otoritas Jasa 

Keuangan, Tujuan di bentuknya Otoritas Jasa Keuangan DIY, Letak 

Geografis Otoritas Jasa Keuangan DIY, Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa 

Keuangan, Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan DIY, Wewenang 

Otoritas Jasa Keuangan, Aturan Normatif Otoritas Jasa Keuangan Pengaturan 

dan Pengawasan di Sektor Perbankan, Aturan Normatif Perlindungan 

Konsumen dan Edukasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Bab Keempat, berisi analisis data dan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penyusun tentang Analisis Implementasi Pengaturan dan Pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan terhadap data nasabah pada internet banking dalam 

rangka perlindungan hukum di DIY, bab ini merupakan penyajian data yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan penyusun akan membandingkan teori dan 

praktik. 

Bab Kelima, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian 

pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun. Pada Bab ini akan 

disajikan saran dan rekomendasi penyusun untuk pihak yang terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Data 

Nasabah Pada Internet Banking Dalam Rangka Perlindungan Hukum Di 

Yogyakarta, sudah mewujudkan perlindungan hukum namun belum 

sepenuhnya terimplementasikan dengan sempurna sesuai aturan 

normatifnya dikarenakan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap 

perbankan dan Edukasi yang dilakukan oleh otoritas jasa keungan DIY 

belum menggambarkan hakekat perlindungan hukum yaitu perlindungan 

hukum preventif dalam perlindungan hukum preventif yang dilakukan 

oleh OJK DIY berupa sosialisasi edukasi belum merata kesegala aspek 

lapisan masyarakat dalam hal ini pengguna internet banking dan dalam 

perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK DIY berupa pelayanan 

pengaduan konsumen menyediakan call center belum berjalan efektif , 

dimana pengaduan konsumen melalaui call center tidak langsung ditindak 

lanjuti. Perlindungan Hukum terhadap nasabah pada internet banking

dilakukan penerapan perlindungan hukum preventif dan represif dimana 

perlindungan hukum preventif yang dilakukan OJK DIY dan BI  dengan 

manejemen risiko yang dilakukan oleh BI. dan pengawasan secara mikro 

dalam hal aspek kehati-hatian terhadap masing-masing individu perbankan 

sekaligus guna melindungi kepentingan nasabah industri perbankan 

khususnya masyarakat dan pada umumnya dengan menerbitkan buku bijak 
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ber-ebanking, kemudian dilakukannya edukasi berupa sosialisasi tentang 

produk perbankan khususnya internet banking bagaimana menggunakan 

internet banking dengan baik dan menyediakan layanan pengaduan 

konsumen yang dirugikan oleh sektor jasa keuangan dalam hal ini 

pengguna internet banking hal tersebut dilakukan oleh otoritas jasa 

keuangan DIY. Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh BI 

berupa memberikan sanksi administrasi bila pelaporan bank mengenai 

aktivitas internet banking kepada BI tidak dilaksanakan. Dan 

implementasi pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap data nasabah 

pada internet banking dalam rangka perlindungan hukum di yogyakkarta 

belum mewujudkan efektifitas hukum sesuai teori yang dikemukakan oleh 

Menurut Lawrence friedman menyatakan bahwa sistem hukum dapat 

dikatakan efektif bila tiga komponen dapat dipenuhi dan dilaksanakan 

komponen itu diantaranya yaitu, Komponen struktur, yakni pranata hukum 

yang menopang hukum, bentuk hukum dan proses serta kinerja mereka, 

dalam hal ini penerapan teori tersebut berdasarkan penelitian kenyataan 

dilapangan bentuk dan proses kinerja struktur yang dilakukan oleh OJK  

dalam penerapan perlindungan hukum data nasabah pada internet banking

telah sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang 

No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan peraturan-peraturan 

OJK yang lainnya sehingga dalam hal ini komponen struktur telah 

terpenuhi dan terlaksana. kedua Komponen substantif, yakni ketentuan 

hukum itu sendiri, baik yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun 
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administrasinya, serta ketentuan-ketentuan dan keputusan lain yang 

mengatur sistem yang ada, ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-

undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan dan 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh OJK telah sesuai mengatur sistem 

kinerja lembaga tersebut dalam pengawasan perlindungan data nasabah 

pada inernet banking berdasarkan penelitian penyusun di lapangan 

sehingga dalam hal ini komponen subtantif sudah terpenuhi, dan ketiga 

Komponen budaya hukum, yang merupakan kunci pada berbagai sistem 

hukum, berdasarkan penelitian penyusun budaya hukum dalam lembaga 

OJK belum terpenuhi dimana dalam penerapan perlindungan hukum 

terhadap data nasabah pada internet banking yang dilakukan oleh ojk 

mencakup perlindungan preventif dan represif , dalam perlindungan 

hukum preventif telah dilakukan oleh OJK diantaranya penerbitan buku 

bijak ber e-banking, sosialisasi edukasi, pelayanan konsumen adanya 

ruang edukasi dan call center dalam penerapan pelayanan konsumen yang 

disediakan oleh ojk untuk pengaduan konsumen tidak berjalan berdasarkan 

pengamatan dilapangan pengaduan konsumen melalui call center tidak 

langsung di tindak lanjuti, budaya hukum dimana pelayanan hukum 

terutama birokrasi dalam hal ini masih rendah , kurangnya kesadaran akan 

tugas dan pelayanan hukum terhadap publik rendah kurangnya kesadaran  

hukum yang dimiliki lembaga   tersebut.  Dan dalam perlindungan represif 

yang dilakukan oleh OJK hanya sebagian yang berjalan, sehingga 

berdasarkan teori tersebut dan kenyataan di lapangan implementasi 
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pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap data nasabah pada internet 

banking sudah mewujudkan perlindungan hukum namun belum sempurna 

dikarenakan efektifitas hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi. 

2. Adapun kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap nasabah 

pada internet banking yang dialami oleh OJK DIY terkait dengan 

pelaksanaan rencana edukasi dan pelaporan PUJK dalam edukasi 

diantaranya adalah: 

a. Pelaporan rencana edukasi PUJK yang masih sedikit dikarenakan 

kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan edukasi masih rendah. 

b. Pelaksanaan edukasi kurang sesuai dengan SOP yang diterapkan 

dikarenakan media edukasi yang digunakan hanya berupa sosialisasi 

seperti presntasi penggunaan media cetak maupun elektronik  seperti 

sosial media belum digunakan sehingga penetapan dan pelaksanaan 

tidak seimbang.   

c. Kurangnya data yang valid ketika pengaduan konsumen melalui call 

center sehingga oleh petugas pelayanan konsumen call center tidak 

dapat langsung ditindak lanjuti. 
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B. Saran

     Terdapat beberapa saran yang dihasilkan dari penulisan skripsi ini, 

diantaranya adalah : 

1. Untuk Pemerintah, Kemajuan Teknologi komunikasi dan informasi telah 

meningkatkan kecemasan masyarakat dengan   kemampuannya dalam hal 

mengolah informasi. Kemampuan tersebut bisa saja disalahgunakan untuk 

itu dibutuhkan untuk suatu sistem check and balance untuk mencegah 

penyalahgunaan tersebut, termasuk dalam penggunaan internet banking

dimana nasabah memerlukan suatu perlindungan data pribadi. Indonesia 

perlu memiliki suatu undang-undang perlindungan data pribadi seperti 

dibeberapa negara kurang lebih 25 negara di dunia mempunyai undang-

undang mengenai privasi atau perlindungan data pribadi. Undang – 

undang perlindungan data diharapkan dapat berupaya mempertahankan 

keseimbangan antara hak-hak pihak lain untuk memproses informasi 

mengenai individu-individu dengan hak individu-individu tersebut untuk 

mengetahui penggunaan informasi-informasi mengenai mereka tersebut 

oleh pihak-pihak tersebut. 

2. Untuk OJK dan BI, Perlu memiliki SK bersama terkait pengaturan 

penggunaan e-banking bagi nasabah. 

3. Untuk OJK DIY, Perlu memiliki web tersendiri sehingga masyarakat dapat 

dengan mudah mengakses informasi yang dimiliki oleh OJK 

4.  Untuk OJK DIY, Bentuk kegiatan edukasi oleh OJK DIY lebih banyak 

dilakukan dalam bentuk sosialisasi seperti presentasi dan diskusi. 
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Pemanfaatan untuk menggunakan media lainnya dapat menjadi peluang 

pengembangan, terutama yang bersifat masif seperti media sosial, dan 

online, dapat dilakukan OJK DIY. 

5. Untuk OJK DIY dan PUJK, Perlunya Kerjasama antara OJK DIY dan 

PUJK dalam hal edukasi untuk meningkatkan pelaksanaan edukasi dalam 

rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau 

masyarakat terkait produk perbankan termasuk internet banking sehingga 

antara perencanaan edukasi dan pelaksanaan akan balance. 
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DAFTAR PERTANYAAN/ WAWANCARA DI OJK DIY

1. Bagaimanakah bentuk edukasi dan perlindungan konsumen yang 

dilakukan OJK DIY? 

2. Bagaimana mekanisme edukasi dan perlindungan konsumen yang 

dilakukan OJK DIY? 

3. Bagaimanakah OJK DIY melakukan pelayanan pengaduan konsumen? 

4. Bagaimanakah mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh 

pelaku di lembaga jasa keuangan? 

5. Berapakah jumlah pengaduan konsumen di OJK DIY? 

6. Bagaimanakah bentuk pedoman dan analisis perlindungan konsumen di 

sektor jasa keuangan? 

7. Bagaimanakah pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi 

keuangan kepada konsumen masyarakat? 

8. Bagaimanakah penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk 

dan atau layanan sektor jasa keuangan? 

9. Apakah ada pengaduan konsumen yang dirugikan terkait penggunaan e-

banking? 

10. Bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan edukasi dan perlindungan 

konsumen terkait pengunaan produk perbankan seperti e-banking?  

11. Adakah bentuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat ? 

12. Kita  mengatahui  belakangan ini kasus maraknya kejahatan cyber crime 

dunia pebankan khususnya pada internet banking, bagaimana tindakan ojk 

terkait kasus terebut? 



13. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk dan aktifitas 

perbankan yang semakin komleks dan efisien mengacu pada prinsip 

kehati-hatian dalam rangka pengawasan secara mikro terhadap masing-

masing individu perbankan sekaligus melindungi kepentingan nasabah 

khususnya industri perbankan ojk menerbitkan buku bijak ber-

ebanking,seberapa efektifkah penerbitan buku tersebut? Adakah sosialisasi 

sdukasi secara langsung ? 

14. Bisakah meminta gambaran umum OJK DIY? 

15. Bisakah meminta profil OJK DIY? 

16. Bisakah meminta Strukrur organisasi OJK DIY? 

                                                                                                                                   















����������������������������������������� �������������	
��

     

                                             School                                                   Year 

 Elementary School      SDN Setia Darma I Tambun  Selatan 1998 - 2004 
        

 Junior High School      SMPN 1 Tambun Selatan               2004 – 2007 

                
 Senior High School      SMAN 1 Tambun Selatan    2007 - 2010                    
                                       
 Strata satu  (S1)    UIN Sunan Kalijaga Yogyakata                    2012 - 2016           

          

                                                                Place                                           Year

Operator Quality Control PT.Sanyo Jaya Component Indonesia      2010 – 2012 

Volunteer Lembaga Bantuan Hukum  LKBH Pandawa                  2016 - sekarang 

      P E R S O N A L   I N F O R M A T I O N

      E D U C A T I O N A L   B A C K G R O U N D

      W O R K I N G    E X P E R I E N C E 

Name   :  Esty DwiYanti 
Address  :  Jln. Camar IV Mangun    
                                      Jaya Indah II Tambun Selatan Bekasi.   
Place/Date of Birth :  Tangerang / August 30,1992 
Sex   :  Female 
Marital Status  :  Single 
Citizenship  :  Indonesian 
Hobbies  :  Listening music, hiking, Traveling and   
                                       reading 
E-mail   :  esty2loversyanti@gmail.com



                                                                        Place                                       Year 

  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  UIN Sunan Kalijaga 2013-2014 

 Pusat Studi Konsultasi dan Bantuan Hukum  UIN Sunan Kalijaga     2014 -2016 
  

  English 
   

� Windows 9x/2000/XP 

� Microsoft Office 

      E V E N T   O R G A N I Z I N G    E X P E R I E N C E 

      F O R E I G N   L A N G U A G E    S K I L L  

      C O M P U T E R   S K I L L  
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